Bupati Tapin Bersama H. ljai dan H. Ciut
Resmikan Underpass Jalan Lingkar Binuang

Sumber gambar:
https://kalsel.antaranews.com/berita/277598/bupati-tapin-bersama-h-ijai-dan-h-ciut-resmikan-
underpass-jalan-lingkar-binuang

Bupati Tapin HM Arifin Arpan bersama pengusaha batu bara sekaligus tokoh
masyarakat setempat yaitu HM Zaini Mahdi (H ljai) dan H Muhammad Hatta (H Ciut)
meresmikan jembatan underpass di jalan lingkar Binuang yang dibangun PT Binuang
Mitra Bersama (BMB) Blok Dua.

Peresmian underpass itu ditandai dengan penekanan sirine yang juga diikuti oleh
Direktur PT BMB Blok Dua dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti sebagai tanda
peresmian. Jembatan underpass lingkar Binuang itu memiliki panjang 255 meter,
panjang bentang tengah 20 meter (girder baja), lebar jembatan 10 meter dan lebar badan
jalan 7 meter, bersumber dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT BMB
Blok Dua, sebesar Rp 26 miliar.

Bupati Tapin HM Arifin Arpan mengatakan dengan adanya underpass itu akan
bermanfaat untuk masyarakat.

"Jalan ini kan jalan trans Kalimantan tentunya masyarakat 13 Kabupaten Kota di
Kalimantan Selatan banyak yang menggunakan jalan ini," ujarnya.

Dikatakannya, saat ibukota negara pindah ke Kalimantan Timur, Tapin akan
menjadi penunjang ibukota, yang membuat pembangunan infrastruktur menjadi penting.
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"Jadi saya berharap kepada semua pihak agar memelihara dan menjaga jembatan
ini,yang menelan biaya kurang lebih sekitar Rp 26 miliar sepenuhnya oleh dana CSR
PT BMB ini," ujarnya.

Direktur PT BMB Blok Dua Abdul Azis Noor mengatakan pembangunan
underpass itu merupakan bentuk komitmen perusahaan terkait CSR mendukungan
pembangunan infrastruktur Kabupaten Tapin.

"Intinya, bagaimana program CSR dari PT BMB ini bisa bermanfaat untuk
masyarakat Tapin khususnya seperti halnya yang sudah sering kita lakukan terhadap
sarana dan prasarana keagamaan, ponpes, beasiswa bagi pelajar dan lain lain," ujarnya.

Ke depan, dikatakannya PT BMB berencana membuat danau Paranginan Ratu di
Kecamatan Lokpaikat menjadi objek wisata terpadu.

Sumber berita:
1. https://kalsel.antaranews.com/berita/277598/bupati-tapin-bersama-h-ijai-dan-h-
ciut-resmikan-underpass-jalan-lingkar-binuang , Bupati Tapin bersama H ljai
dan H Ciut resmikan underpass jalan lingkar Binuang, 6 September 2021.
2. https://www.beritapembaruan.id/2021/09/bupati-tapin-bersama-tokoh-
kalsel.ntml , 6 September 2021.

Catatan:
1. Dasar Hukum Hibah Daerah
Dasar hukum dalam pelaksanaan pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah
yaitu:
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
c. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

2. Pengertian Hibah Daerah
Hibah daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari

Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara

spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Hibah

Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.

Hibah Daerah meliputi:

a. Hibah kepada Pemerintah Daerah : Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat
berasal dari Pemerintah, badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri. Hibah kepada Pemerintah
Daerah yang berasal dari Pemerintah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
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Belanja Daerah (APBN) meliputi: penerimaan dalam negeri, hibah luar negeri
dan Pinjaman Luar Negeri.

Hibah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari luar negeri
dilakukan melalui Pemerintah. Hibah kepada Pemerintah Daerah ini merupakan
salah satu sumber penerimaan Daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan
yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan
keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Hibah ini dapat diteruskan
kepada badan usaha milik daerah. Hibah kepada Pemerintah Daerah
diprioritaskan untuk penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan dengan memperhatikan
stabilitas dan keseimbangan fiskal sesuai dengan asas pengelolaan keuangan
daerah.

b. Hibah dari Pemerintah Daerah: Hibah dari Pemerintah Daerah dapat diberikan
kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, badan usaha milik negara atau
badan usaha milik daerah dan badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan
yang berbadan hukum Indonesia. Hibah dari Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah dilakukan dengan ketentuan yaitu pertama Hibah dimaksud sebagai
penerimaan negara dan hanya untuk mendanai kegiatan dan/atau penyediaan
barang dan jasa yang tidak dibiayai dari APBN.

Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lain, badan
usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pemberian/Penerusan Hibah dari Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah

Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dapat mengusulkan
besaran hibah dan daftar nama Pemerintah Daerah yang diusulkan sebagai penerima
hibah kepada Menteri berdasarkan penetapan Pemerintah untuk hibah kepada
Pemerintah Daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri.

Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian mengusulkan
besaran hibah dan daftar nama Pemerintah Daerah yang diusulkan sebagai penerima
hibah kepada Menteri berdasarkan penetapan Menteri atas alokasi peruntukkan
pinjaman luar negeri dan hibah luar negeri. Pengusulan Pemerintah Daerah sebagai
penerima hibah dengan mempertimbangkan: kapasitas fiskal daerah, Daerah yang
ditentukan oleh Pemberi Hibah Luar Negeri, Daerah yang memenuhi persyaratan
yang ditentukan oleh kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian
terkait, Daerah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Menteri menerbitkan surat penetapan pemberian hibah kepada masing-masing
Pemerintah Daerah setelah dasar pemberian hibah yang bersumber dari penerimaan
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dalam negeri ditetapkan oleh Pemerintah dan pagunya ditetapkan dalam APBN
berdasarkan usulan. Menteri menerbitkan surat penetapan pemberian hibah kepada
masing-masing Pemerintah Daerah setelah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri
ditandatangani dan pagunya ditetapkan dalam APBN berdasarkan usulan.

Menteri menerbitkan surat persetujuan penerusan hibah kepada masing-
masing Pemerintah Daerah setelah Perjanjian Hibah Luar Negeri ditandatangani
berdasarkan usulan. Berdasarkan surat penetapan pemberian hibah dilakukan
penandatanganan perjanjian Hibah Daerah. Berdasarkan surat penerusan hibah
dilakukan penandatanganan perjanjian penerusan hibah.

4. Perjanjian Hibah
Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani antara Menteri atau pejabat yang
diberi kuasa dan Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa.
Perjanjian penerusan hibah ditandatangani antara Menteri atau pejabat yang diberi
kuasa dan Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa. Perjanjian
Hibah Daerah ditandatangani antara kepala daerah atau pejabat yang diberi kuasa
dan Menteri atau pejabat yang diberi kuasa. Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani
oleh masing-masing kepala daerah atau pejabat yang diberi kuasa.
Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani oleh kepala daerah atau pejabat yang
diberi kuasa dan pimpinan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
% Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani oleh kepala daerah atau pejabat yang diberi

kuasa dan pimpinan badan, lembaga, atau organisasi kemasyarakatan. Perjanjian
Hibah Daerah dan Perjanjian Penerusan Hibah paling sedikit memuat: tujuan;
jumlah; sumber; penerima; persyaratan; tata cara penyaluran; tata cara pelaporan
dan pemantauan; hak dan kewajiban pemberi dan penerima; dan sanksi. Salinan
perjanjian Hibah Daerah wajib disampaikan oleh: Menteri kepada Badan Pemeriksa
Keuangan dan kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait,
dalam hal hibah diberikan oleh Pemerintah. Kepala daerah kepada Menteri, Badan
Pemeriksa Keuangan, dan pimpinan kementerian negara/lembaga pemerintah non

kementerian terkait, dalam hal hibah diberikan oleh Pemerintah Daerabh.
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